BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR: /o6& TAHUN 2015
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI BENGKULU SELATAN KEPADA
CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang

ﬁéhgingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu
mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat
daerah terdepan dalam memberikan pelayanan
publik;

bahwa  Kecamatan sebagai pusat pelayanan
masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi
kantor pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten
Bengkulu Selatan dalam penyelenggaraan pelayanan
administrasi terpadu kecamatan, perlu dilakukan
pengaturan mengenai pendelegasian  sebagian
wewenang bupati kepada Camat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan
Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati
Bengkulu Selatan Kepada Camat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956
Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten - Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

_,\‘,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);




Memperhatlkan

Menetapkan

10.

11

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4826),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun

- 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun
2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan;

Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun
2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupeten
Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014).

Hasil Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Bengkulu
Selatan Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
Kepada Camat tanggal 25 Maret 2015.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG
PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG
BUPATI BENGKULU SELATAN KEPADA CAMAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU

SELATAN. :




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)
(2)

(1)
(2)

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah sesuai asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN
adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar
usaha. :

Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal
dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah atau Paraturan lainnya yang merupakan
bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseoarang atau
badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disingkat SKPD
Terkait adalah Badan, Dinas yang terkait dengan pelayanan Perijinan dan
Non Perijinan;

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai
perangkat daerah kabupaten /kota.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggakan tugas
Uimum pemerintahan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Kecamatani sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) | ‘

Ruang lingkup Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
meliputi:

a. pelayanan bidang perizinan; dan

b. pelayanan bidang non perizinan.

PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 3

Bupati melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan perizinan dan non
perizinan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
Pelimpahan kewenangan Penerbitan perizinan dan Non Perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan kelengkapan
persyaratan, pemberkasan, penerbitan, penandatanganan, penomoran.




BAB III
PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)

huruf a, meliputi :

1. Pengelolaan Pasar Kelas III (Tiga).

2. Izin Pemakaian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah yang
terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang (KIB} Kecamatan dan
Desa/Kelurahan.

3. Izin Penggunaan Fasilitas Olahraga dan Rekreasi yang terdaftar dalam
Kartu Inventaris Barang (KIB) Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

4. lzin Gangguan terdiri dari :

a. Izin Tempat Usaha Pencucian Mobil Skala Kecil;

b. Izin Tempat Usaha Sewa Tenda, Kursi dan Organ Tunggal;

c. Izin Tempat Usaha Studio Foto dan Dagang Perlengkapannya Skala
Kecil; ,

d. Izin Tempat Usaha Batu Bata dan Genteng;

e. Izin Tempat Usaha Dagang Kelontongan dan Manisan Skala Kecil

f Izin Tempat Usaha Penjahit Pakaian

g. Izin Tempat Usaha Foto Copy dan Dagang Alat Tulis Kantor;

h. Izin Tempat Usaha Tambal Ban;

i. Izin Tempat Usaha Warung Makan Kecil;

j. zin Tempat Usaha Pengrajin Sapu ljuk dan sejenisnya;

k. 1zin Tempat Usaha Dagang Buku dan Perlengkapnnya.

s BAB IV
PELAYANAN BIDANG NON PERIZINAN
o ' Pasal 5
) 1 non perizmaﬁ Scbagannana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf

Surat pengantar pengurusan KTP
Surat perigantar pembuatan Kartu Keluarga
Siirat pengantar Pindah Penduduk
Surat ﬁehgantar pembuatan akte kelahiran
‘ erafigan kurang mampu
Surat keterangafi teninggal dunia
Surai keteratigan ahli waris
‘Burat keterangan bersih diri
Surat dispensasi nikah
Surat keterangan musibah/kebakaran
Surat keterangan korban konflik
Rekomendasi proposal bantuan dana, Anak cacat, Mesjid
. Rekomendasi surat izin keramaian (Sosial)
Rekomendasi surat izinkeramaian (Komersial)
Surat Rekomendasi Penelitian Mahasiswa
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BAB V
PERSYARATAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6
Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi persyaratan:
a. substansi
b. administrasi; dan
iy c. teknis

Pasal 7
(1) persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a,
adalah pendelegasian sebagian wewenang bupati kepada camat.
(2) pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Bidang perizinan dan non perizinan.
Pasal 8 ‘
(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b,
meliputi:
a. Standar pelayanan; dan
b. Uraian tugas personil kecamatan.
(2) Standar pelayanan sebagalmana dimaksud pada ayat 1 huruf a, mehputl
Jenis pelayanan,
Persyaratan pelayanan;
Prosedur pelayanan;
Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan;
Waktu pelayanan; dan
Biaya pelayanan.

™o e o

- Pasal 9
(1) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c,
- mheliputi:
& Sarana prasarana; dan
b pelaksana teknis.
2) Sarana ‘prasarana sebagaiman dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi:
. Loket/meja pendaftaran
Tempat Pemerosesan berkas
Tetripat pembayaran ‘
peéniyerahan dokumen
t pengolahan data dan informasi
Temipat penanganan pengaduan
Tempat piket :
Ruang tunggu
i. Perangkat pendukung lainnya
(3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, meliputi:
a. Petugas informasi;
b. Petugas loket/penerima berkas;
c. Petugas operator komputer
d. Petugas pemegang kas
e. Petugas lain sesuai kebutuhan
(4) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah
pegawai negeri sipil di Kecamatan. -
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BAB V
PEJABAT PENYELENGGARA
Pasal 12

Pejabat Penyelenggara PATEN Terdiri atas :

a. Camat
b. Sekretaris Kecamatan
c. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi

Pasal 13

Camat sebagai pejabat penyelenggara PATEN di Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaporkan hasil penyelaenggaraan pelayanan
perizinan non perizinan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. -

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangggal ditetapakan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan peraturan
bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 27 April 2015
BUPATI BENGKULU SELATAN,

Dto
H.RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

dto

RUDY ZAHRIAL, SE
NIP. 19631001 198803 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGAAN HUKUM
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